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c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri \

Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan

Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah berakhir Tahun 2024, Kepala Perangkat

Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah dan mengacu pada Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2025-2026;

pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau

urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas

dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat

indikatif dengan berpedoman pada RPJMD;

program,

rangka

rencanaDaerah, Perangkat Daerah menyusun

strategis yang memuat tujuan, sasaran,

dan kegiatan pembangunan dalam

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan

dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien

dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan

.masyarakat dan memajukan kondisi daerah;

a.Menimbang

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURANBUPATI CIREBON

NOMOR 61 TAHUN2024

TENTANG

RENCANASTRATEGIS KECAMATANPLERED KABUPATENCIREBON

TAHUN2025-2026

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI CIREBON,

l, '"



2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

1.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang

Rencana Strategis Kecamatan PIered Kabupaten

Cirebon Tahun 2025-2026;

d. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan

Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-

2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun

2025-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, dan

wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan

menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat

Daerah Tahun 2025-2026;

Mcngingat
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9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 ten tang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6883);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
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Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

danPembangunanPerencanaanNomenklatur

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90

Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70

Tahun 2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam

Penysusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 459);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 180);

.. .
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18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Plered Kabupaten
Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon

17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2022
tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cirebon untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 177 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon

Nomor 146 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2023 Nomor 177);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021
Nomor1);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

,I "'



1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.

2. Bupati adalah Bupati Cirebon.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Cirebon.

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat

Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda

Kabupaten Cirebon.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang

selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen

perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5

(lima) tahun.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode

20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat

RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan

wilayah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh

tahun).

8. Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
6

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

KETENTUANUMUM

BAB I

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON TAHUN

2025-2026.

MEMUTUSKAN:

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten

Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

Tahun 2023 Nomor 159);

Menetapkan



perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon

untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat RPD adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk jangka

waktu 2 (dua) tahun selama mas a transisi sampai

dengan adanya RPJMD hasil Pilkada serentak

Tahun 2024.

10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah un sur pembantu

bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Presiden yang

pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan

penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,

melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan

masyarakat.

12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua

Daerah.

13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan

Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah

sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

17. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat

dengan Bappelitbangda adalah perangkat daerah yang

7
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pembangunan daerah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan

bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,

mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan

menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan

daerah dimasa yang akan datang.

20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan

tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/

Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil

(outcome) program Perangkat Daerah.

22. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara

nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang

Iebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih

pendek dari tujuan.

23. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai

alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program

atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output),

hasil (outcome), dampak (impact).

24. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat

SPM adalah ketentuan mengenar Jenis dan Mutu

Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan

Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara

minimal.

25. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable

Development Goals (SDGs) yang selanjutnya disingkat

TPB adalah agenda pembangunan global untuk

mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan,

8

mengkordinasikan penyusunan,

evaluasi pelaksanaan rencana

tugas

dan

melaksanakan

pengendalian



9

dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh

belas) tujuan sampai Tahun 2030.

26. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK

adalah indikator kinerja yang menggambarkan

keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan

pemerintahan.

27. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program­

program indikatif sebagai prioritas pembangunan

daerah Zperangkat daerah untuk mencapai sasaran.

28. Kebijakan pembangunan adalah arah ztindakan yang

diambil oleh Pemerintah PusatyDaerah untuk mencapai

tujuan.

29. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/

Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap

sebagai penjabaran strategi.

30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas

dan fungsi.

31. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka

mencapai hasil (outcome) suatu program.

32. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas /Iayanan
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai

dengan ketentuan perundang undangan.

33. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber

daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

34. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode

waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
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Pasa12

(1) Renstra Kecamatan PIered Tahun 2025-2026 merupakan

penjabaran dari RPD Tahun 2025-2026 yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib darr/ atau

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan

fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun

berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif untuk

jangka waktu dua tahun.

(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja

Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB II

KEDUDUKAN

35. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah

berupa hasil pernbangunany layanan yang diperoleh dari

pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

36. Ketua Tim adalah pejabat fungsional madya, muda,

pertama yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan

atau sub kegiatan sesuai dengan perencanaan dan

melaporkan capaian kinerja output kegiatan atau sub

kegiatan kepada pejabat penilai kinerja dan plmpman

unit organisasi.

37. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah

suatu proses pemantauan dan su pervrsi dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan

serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk

memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien,

dan efektif.
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dalam

kinerja

sebagai dasar

dan evaluasi

tugas dan fungsinya

melakukan pengendalian

perangkat daerah.

c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan perangkat daerah untuk

kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan

b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

selama kurun waktu tahun 2025-2026 dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat

Daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja

dalam RPD.

a. memberikan pedoman bagi Kepala Dinas dalam

penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan

sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi

Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan

sasaran telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati

ten tang RPD Tahun 2025-2026.

b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat

Daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2026 yang

mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu

strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan perangkat daerah sebagai

penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Tujuan ditetapkannya Renstra Kecamatan Plered Tahun

2025-2026 adalah :

Pasal3

(1) Maksud ditetapkannya ReristraKecamatan Plered Tahun

2025-2026 adalah :

BAB III

MAKSUDDANTUJUAN



Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi ten tang tujuan dan sasaran Renstra Perangkat

Daerah tahun 2025-2026, Cascading kinerja perangkat

daerah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat

Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak

dicapai.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Serta

Pendanaan

Bab ini berisi ten tang Rencana Program, kegiatan, sub

kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu

pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tahun 2025-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026 melalui

Indikator Kinerja Utama (IKU)Perangkat Daerah dan

12

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis PerangkatBab III

Daerah

Bab ini berisi ten tang identifikasi permasalahan pelayanan

berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Plered Tahun 2025-

2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab mi berisi tentang latar belakang, dasar hukum

penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi,

sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan, serta

kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten

Cirebon.

Pasal 4

BABIV

SISTEMATIKARENSTRA
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pelaksanaan Renstra.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan Renstra;

b. pelaksanaan Renstra; dan

c. hasil capaian Renstra.

evaluasidanpengendalianmelakukan(1) Bupati

Pasal7

BABVI

PENGENDALIANDANEVALUASI

(1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui

penyusunan Renja Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat daerah

berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

yang telah ditentukan dalam Renstra Kecamatan Plered

Tahun 2025-2026 sesuai tahun pelaksanaan.

Pasal6

BABV

PELAKSANAANRENSTRA

Pasa15

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator

Kinerja Kunci (IKK) dan indikator SDGs atau TPB beserta

targetnya.

Bab VIIIPenutup

Bab im berisi tentang pedoman transisi dan kaidah

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
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Pembangunan Berkelanjutan.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang

diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan

didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan

evaluasi capaian indikator kinerja output, outcome dan

sasaran strategis Dinas dan kinerja daerah serta

indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf e, huruf f dan huruf g.

Tujuan(SDGs) atau

SustainableIndikatorCapaian

Goals
Target dan

Development
g.

(1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2)meliputi:

a. Program dan Zatau kegiatan Pembangunan Daerah;

b. Program Perangkat Daerah dan/ atau lintas

Perangkat Daerah;

c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan

Sasaran Pembangunan Daerah;

d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program

dan/ atau Kegiatan Pembangunan Daerah;

e. Target dan Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK);

f. Target dan Capaian Indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM);dan

Pasal8

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala

Bappelitbangda secara berkala.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan

perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses

penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan

daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.



Perubahan Rentra dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa

proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata
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Pasal 10

BABVII

PERUBAHANRENSTRA

Pasal9

(1) Camat Plered selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target

tujuan dinas dan sasaran strategis atau indikator kinerja

utama dinas yang tercantum dalam Renstra perangkat

daerah dan Renja tiap tahunnya akan dievaluasi capaian

realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.

(2) Sekretaris Kecamatan dan Kepala Bidang atau pejabat

fungsional yang setara selaku Pejabat Administrasi

mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target

outcome program yang tercantum dalam Renstra

perangkat daerah dan indikator kinerja kunci serta

indikator SDGs yang bersifat outcome dan akan

dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan

atau paling lambat tiap triwulan.

(3) Pejabat Pengawas dan atau pejabat fungsional yang

setara yang ditunjuk sebagai ketua Tim mempunyai

tanggung jawab atas pencapaian target output kegiatan

dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra

perangkat daerah dan indikator kinerja kunci yang

bersifat output dan akan dievaluasi capaian realisasinya

secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap

triwulan.

(4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja

dampak, outcome dan output sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan

diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau

diupload bukti pendukungnya.
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Peraturan Bupati im mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal 12

BABIX

KETENTUANPENUTUP

Camat Plered dapat menunjuk pejabat fungsional hasil

penyetaraan jabatan atau pejabat fungsional pertama.

fungsional madya untuk ditugaskan sebagai Ketua Tim kerja

yang bertanggung jawab atas capaian kinerja kegiatan dan

sub kegiatan yang ada pada Renstra Dinas.

Pasal 11

BABVIII

KETENTUANPERAUHAN

cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa

substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar ses uai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. terjadi perubahan RPJMD; dan

e. terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah yang

menyebabkan perubahan tugas dan fungsi perangkat

daerah.
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HILMYRIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Diundangkan di Sumber

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 15 l<:ei a(l~4

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

memerin tahkanmengetahuinya,orangsetiapAgar

· '


